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 BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN   

Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan mengenai implementasi prinsip proporsionalitas terhadap 

penggunaan senjata berbasi kecerdasan buatan. Melalui analisis dan 

pembahasan yang mendalam pada bab-bab sebelumnya, beberapa temuan 

penting telah diidentifikasi yang menunjukkan relevansi dan aplikasi prinsip 

proporsionalitas dalam konteks yang telah diteliti. Kesimpulan ini bertujuan 

untuk merangkum inti dari hasil penelitian, memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian, serta menawarkan rekomendasi maupun saran untuk 

penelitian lebih lanjut dan implikasi praktis dari temuan yang diperoleh.  Maka 

dengan demikian dari pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan dalam 

bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam medan konflik 

bersenjata masih diatur secara implisit dalam Hukum Humaniter 

Internasional, namun deklarasi seperti St. Petersburg 1868 atau 

Konvensi Jenewa 1949 dapat dijadikan acuan tentang legalitas dalam 

penggunaan senjata model baru dalam konflik bersenjata. Pengaturan 

penggunaan senjata berbasis teknologi kecerdasan buatan menurut 

Hukum Humaniter Internasional dapat diperbolehkan sepanjang dalam 
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penggunaannya memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Mengingat dalam penggunaan senjata berbasis kecerdasan buatan 

berbeda dengan senjata konvensional yang mana ketika 

mengoperasikan senjata berbasis kecerdasan buatan memerlukan 

perhitungan yang mendalam tentang efek yang ditimbulkan dan tidak 

bisa diinterupsi oleh operator.  

2. Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, penggunaan senjata berbasis 

kecerdasan buatan tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional 

jika penggunaan teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk 

kepentingan militer sejauh tidak memberikan kerugian pada warga sipil 

dan memberikan dampak buruk pada lingkungan, baik untuk 

penggunaan mata-mata, sabotase, pertahanan diri, atau digunakan 

langsung dalam medan konflik yang tidak bertentangan dengan prinsip 

kemanusiaan, pembedaan, dan juga kepentingan militer yang ketiganya 

diharmoniskan dengan prinsip proporsionalitas dan juga prinsip kehati-

hatian. Penggunaan senjata berbasis kecerdasan buatan tidak dikatakan 

melanggar Hukum Humaniter apabila muatannya tidak bersifat 

eskplosif atau tidak digunakan jika terdapat populasi warga sipil dekat 

target, dapat mengenali kombatan dan bukan kombatan secara akurat 

sepenuhnya, dan dapat diandalkan dalam kurun waktu yang lama. 

Penggunaan ini sebelumnya perlu dilakukan peninjauan hukum dari 

sudut pandang prinsip proporsionalitas, prisnisp kehati-hatian, prinsip 

kemanusiaan, prinsip kepentingan militer, dan juga hal-hal teknis 
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seperti pembaharuan sistem secara berkelanjutan untuk mengklasifikasi 

kombatan dan non kombatan, aplikasi behaviour-based robotics dan 

intelligent control pada senjata berbasis kecerdasan buatan. 

 

B. Saran 

1. Dari penelitian ini penulis menyarankan bahwa penggunaan mesin pada 

konflik bersenjata boleh digunakan karena dengan menggunakan itu 

satu sisi dapat mengurangi korban jiwa dari kombatan atau pun warga 

sipil dan satu sisi dapat mengubah persepsi terhadap perang. Karena 

dengan teknologi, negara-negara diharapkan dapat berkolaborasi untuk 

mengembangkan dan digunakan untuk hal-hal yang menunjang 

kehidupan manusia ketimbang menggunakan cara-cara kekerasan yang 

tentu saja tidak hanya berdampak pada masa depan manusia, tapi 

berdampak pada alam. 

2. Teknologi kecerdasan buatan bukanlah hal yang menyeramkan seperti 

yang dikatakan kebanyakan orang, walau memang sudah ada bukti dari 

dampak kehadiran teknologi kecerdasan buatan akan tetapi adanya 

teknologi kecerdasan buatan ini merupakan buah dari pemikiran 

manusia sehingga bagaimanapun juga teknologi kecerdasan buatan 

bukti dari kemajuan. Saran dari penulis diharapkan adanya teknologi 

kecerdasan buatan disikapi secara bijak.  
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